Bayang-Bayang Impunitas

di Politik Hukum Kontem

Memasuki pertengah-
an tahun 2025, wajah
penegakan hak asasi
manusia di Indonesia
seolah menghadapi
jalan buntu.

REFORMASI yang pernah men-
janjikan transparansidan perlin-
dungan HAM kini terbelah: disatu
sisi, rangkaian undang-undang
tampak kokoh di atas kertas,
namun di lapangan kekerasan
dan ketidakadilan kian meluas.
Di bawah pemerintahan Prabo-
wo-Gibran, pola politik hukum
represif yang tadinya berkem-
bang pada era sebelumnya justru
semakin mengakar. Ruang kritis
warga sipil terpangkas, sedang-
kan aktor pelanggar HAM sering
berkeliaran tanpa konsekuensi
hukum.

JEJAK POLITIK HUKUM
REPRESIF

Sepanjang 2024, Komisi Nasio-
nal Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM) mencatat lebih dari dua
ribu laporan dugaan pelanggar-
an HAM. Pengaduan tertinggi
datang dari aparat kepolisian,
pemerintah daerah, hingga pe-
rusahaan besar.

Ironisnya, proses penyelesaian
kasus-kasus berat seperti kema-
tian Munir Said Thalib dan 17 pe-
ristiwa pelanggaran HAM lainnya
masih terhenti di tahap penye-
lidikan pro justitia, menunggu
langkah penuntutan yang tidak
kunjung jelas. Vonis pengadilan
HAM ad hoc hanya menuntaskan
sebagian kecil, sementarasisanya
menguap dalam labirin birokra-
si. Dalam konteks ini, impunitas

menjadi kata kunci: pelaku pe-'

langgaran—apakah aparat, elite
politik, atau korporasi—jarang
menghadapi konsekuensi hukum
yang setimpal.

Dalam cakupan pembangunan
nasional, 190 Proyek Strategis
Nasional (PSN) telah diopera-
sikan sejak 2016 hingga 2023,
menyedot belanja negara lebih
dari Rp 1.500 triliun. Pemerintah
mengedepankan “kemudahan”
perizinan, penyiapan, hingga
operasi, semuadiatur sedemikian
rupa agar proses berjalan kilat.
Akibatnya, petani, nelayan, dan
masyarakat adat kerap menjadi
korban penggusuran, kriminal-
isasi, hingga kekerasan fisik oleh
aparat.

Kasus relokasi warga Pulau
Rempang, misalnya, menun-
jukkan betapa data dan fakta
diselewengkan: meski klaim
keberhasilan relokasi mencapai
ratusan kepala keluarga, seba-
gian besar sebenarnya masih
bertahan di lokasi lama dengan
kondisiyang kian terdesak. Kebi-

'jakan yang mestinya melindungi

kepentingan rakyatjustrudipakai
sebagai legitimasi penindasan.

Begitu pulamanipulasidatake-
rap terjadi. Dalam kasus relokasi
warga di Pulau Rempang, BP Ba-
tam menyatakan telah mereloka-
siratusan kepalakeluarga, meski
kenyataannyajumlahwargayang
sebenarnya mengungsijauhlebih
banyak. Fenomena semacam ini
bukan sekadar cacat administra-
tif, tetapi wujud politik anti sains
yang meremehkan realitas sosial
dan lingkungan.

Tak hanya itu, di ranah kebe-
basan berekspresi, tekanan ti-
dak kalah sengitnya. Mulai dari
Rektor kampus yang diperalat
untuk mengampanyekan peme-
rintah, hingga pembekuan BEM

yang mengkritik kebijakan pusat,

(IE R
X "

Oleh:

NAZHIF ALI
MURTADHO

Mahasiswa Magister limu
Hukum Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya

mencerminkan bagaimana insti-
tusi akademik berubah menjadi
sarana reproduksi narasi rezim.

Demonstrasi menolak PPN 12
persen berakhir dengan tindak
kekerasan aparat; diskusi film
kritis di Aceh didiamkan secara
paksa; serta kasus mahasiswa
yang dikriminalisasi dibawah UU
ITE—semua itu menjadi bagian
dari pola sama: meredam suara
kritisdan menegakkanketakutan.
BAYANG-BAYANG IMPUNITAS
DAN TANTANGAN KE DEPAN

Di balik deretan pelanggaran,
satu kata kerap muncul: impu-
nitas. Pemberian penghargaan
militer oleh Presiden ke mantan
jenderal yang sedang terjerat
dugaan pelanggaran HAM be-
rat menegaskan kecenderung-
an mengabaikan akuntabilitas.
Warga sipil yang menjadi korban
pelanggaran sistemik seperti
PSN dan kekerasan aparat tidak
menemukan jalur hukum yang
terbuka untuk mendapatkan pe-
mulihan.

Komnas HAM, meski secara
undang-undang memiliki we-

wenang Kkuat, justru direm ang-
garannya, sementara Kemente-
rian HAM mengusulkan program
“Universitas HAM Internasio-
nal” yang lebih terlihat gemer-
lap ketimbang langkah konkret
menuntaskan kasus yang sudah
berlarut. Kesenjangan antara
janji kelembagaan dan realitas
penegakan hukum makin mem-
perlebar kepercayaan publik ter-
hadap sistem hukumyang “hanya
mementingkan kekuasaan”.

Lebih jauh lagi, tekanan digital
turut memperkuat mekanisme
penindasan. Teknologi pengin-
taian canggih yang diimpor de-
ngan dana besar dimanfaatkan
untuk memantau dan membung-
kam kritik di media sosial. Prak-
tikdoxing, intercept komunikasi,
peretasan, hingga penyebaran
kabar bohong bertubi tubi men-
ciptakan iklim ketakutan—se-
buah “pembungkaman digital”
yang kerap luput dari sorotan.

Lima faktor utama mem-
perkokoh tren ini. Pertama, poli-
tik transaksional yang mewarnai
setiap lini pemerintahan me-
minggirkan semangat demokrasi
yang sehat. Kedua, HAM diper-
lakukan sebagai komoditas poli-
tikyangdilegitimasi hanya untuk
kepentingan penguasa. Ketiga,
kelembagaan HAM dilemahkan
sehingga tidak mampu menjadi
sandaran bagi penegakan keadil-
an. Keempat, simbolismemiliter-
istik dan politik represif diberi
panggungdilevel tertinggi, tanpa
mekanisme vetting bagi pejabat
bermasalah. Kelima, dominasi
kuasa digital memungkinkan pe-
langgaranhaksipil terjadidengan
skala masif dan sulit dituntaskan
secara hukum.
MERAJUT HARAPAN
PERUBAHAN

Meskipun tantangan tampak

porer

Mata rantai impunitas dapat diputus
jika kolektif menuntut pertanggung-
jawaban. Kita tidak bisa lagi menye-
rahkan nasib ke lembaga yang lemah;
warga negara harus aktif mengawal
proses hukum, menagih janji reformasi,
dan merajut kembali kepercayaan
terhadap sebuah sistem yang adil.

suram, perlawanan terhadap
impunitas dan represi hukum
tak boleh surut. Kesadaran pu-
blik sebagai “pintu masuk” per-
ubahan harus terus ditumbuh-
kan. Lembaga hukum perlu dire-
formasi dari akar: memperkuat
independensi Komnas HAM dan
Pengadilan HAM Ad Hoc memas-
tikan proses peradilan transpa-
ran, dan menempatkan prinsip-
prinsip ilmiah dan fakta sosial di
balik setiap kebijakan. Kebebasan
berekspresi harus dijamin tanpa
syarat, sementara penggunaan
teknologi pengawas perlu dia-
wasi ketat agar tidak melanggar
privasi dan hak sipil.
Politikhukum idealnya menja-
di instrumen untuk menegakkan
keadilan, bukan alat proteksi
kekuasaan. Dengan mempertegas
akuntabilitas, membatasi ruang
intervensi politik dalam pene-
gakan hukum, serta mengede-

pankan dialog dan musyawarah -

berbasis data, kita dapat mewu-
judkan demokrasi yang lebih
inklusif.

Republika HAM hanya akan
terbangunbilasetiap orang—dari
Papua hingga pulau terkecil—
merasa dilindungi, bukan dike-
biri. Mempromosikan literasihu-
kum dan HAM di kalangan aparat
keamanan dan masyarakat—

melalui pelatihan berkelanjutan
serta pendidikan publik—dapat
menumbuhkan kesadaran bah-
wa hak asasi adalah milik setiap
orang, bukan alat politik sesaat.

Mata rantai impunitas dapat
diputus jika kolektif menuntut
pertanggungjawaban. Kita tidak
bisa lagi menyerahkan nasib ke
lembaga yang lemah; warga ne-
garaharusaktif mengawal proses
hukum, menagih janji reformasi,
danmerajutkembali kepercayaan
terhadap sebuah sistem yangadil.
Hanyadenganbegitu, bahasahu-
kum yang semula represif dapat
bergeser menjadi jaminan hak
asasi, serta demokrasi kita kem-
bali berdenyut dengan kekuatan
rakyat.

Memasuki era Prabowo-Gi-
bran, pertaruhan praktisnya
adalah: apakah pemerintahan
baru akan meneruskan arus
represi, atau mengambil langkah
proaktif memperbaiki sistem hu-
kumyangsaratimpunitas? Jawa-
bannyaakan menentukan apakah
Indonesia benar - benar beran-
jak menjadi negara hukum yang
menghormati martabat setiap
warga. Tanpa kesungguhan dan
tekanan publikyang terorganisir,
bayang - bayang impunitas akan
terusmengaburkan janjikeadilan
bagi semua. (***/rdh) -



